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Penelitian ini di lakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan yang di mulai pada Bulan Juni s/d 
Oktober 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
efektivitas pengawasan penyelundupan barang ilegal di Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan. Sedangkan 
manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas pengawasan 
penyelundupan barang ilegal sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini 
menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang di 
gunakan adalah interview kepada kepala bagian umum dan beberapa staf lainnya 
serta pengumpulan data dengan mempelajari data atau dukumen yang menjadi 
permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan penelitian yang di lakukan, 
efektifitas pengawasan penyelundupan barang ilegal di Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan belum berjalan 
efektif. Salah satunya di sebabkan oleh beberapa kendala salah satunya karena 
kurangnya SDM dan sarana transportasi laut yakni kapal patroli, lemahnya 
koordinasi dan kerja sama antar petugas dan instansi terkait di lapangan 
sehingga memberikan peluang bagi penyelundupan. 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan Negara yang sangat besar dan terdiri dari wilayah 
Kepulauan yang mempunyai keunikan dalam bentuk geografis di mana Indonesia 
terletak di antara dua benua dan dua samudera, kondisi geografis tersebut membuat 
Negara Indonesia di kelilingi oleh Negara – Negara maju dan berkambang. Seperti 
kita ketahui bersama Indonesia selain menyelenggarakan pemerintah juga 
melaksanakan pembangunan dan untuk menjalankan pembangunan suatu negara 
membutuhkan sumber pembiayaan yang tidak sedikit dan tidak hanya berasal dari 
satu sumber saja. Salah satu pendapatan negara untuk membiayai pembangun selain 
dari pajak juga berasal dari cukai atau penerimaan bea keluar dan bea masuk. 
Seiring berkembangnya zaman penyelundupan menjadi salah satu potensi 
kerawanan terkait masuknya barang-barang haram dan ilegal ke tanah air, hampir 
setiap hari kita disuguhi dengan pemberitaan mengenai maraknya peredaran barang 
ilegal di Indonesia yang menandai bahwa indonesia masih sangat rawan terhadap 
penyelundupan barang terlarang tersebut. Perbedaan jarak yang lebih dekat dengan 
luar negeri dari pusat perdagangan dalam negeri, perbedaan harga yang menyolok 
antara harga didalam negeri dan barang diluar negeri, kelemahan sarana dan 





memberikan peluang pada pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekspor impor untuk 
melakukan penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran. Salah satu 
bentuk dari penyimpangan dan pelanggaran tersebut adalah tindakan penyelundupan 
barang. 
Direktorat Jendral Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanan Indonesia) adalah 
suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting pada suatu negara. Direktorat 
Jendral Bea dan Cukai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri 
keuangan dan dipimpin oleh Direktur Jendral Bea dan Cukai. Direktorat Jendral Bea 
dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi 
penerimaan negara dibidang kepabeanan dan cukai sesusai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Bea Cukai merupakan perangkat negara 
kenvensional seperti halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ataupun angkatan 
bersenjata, yang eksistensinya telah ada sepanjang masa sejarah negara itu sendiri. 
Pengertian penyelundupan terdapat di dalam UU No. 17 Tahun 2006 
tentang Kepabeanan, pada Pasal 120, Pasal 120A, Pasal 120B yang menentukan 
bahwa penyelundupan ialah tindak pidana yang berhubungan pengeluaran barang 
atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang 





Bertitik tolak dari pemikiran sebagai negara hukum itulah dan keinginan 
pemerintah yang menghendaki terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap dan 
mengabdi kepada kepentingan nasional, maka di bentuklah Undang-Undang No. 17 
Tahun 2006 Tentang Kepabeanan. Tujuan di bentuknya Undang-undang No.17 
Tahun 2006 tentang kepabeanan, di harapkan mampu untuk mendukung upaya 
meningkatkan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan 
perdagangan global, mendukung kelancaran atas barang dan meningkatkan efektifitas 
pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia 
dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean, serta untuk mengoptimalkan 
pencegahan dan penindakan penyelundupan. Di Indonesia peredaran barang palsu 
dan hasil bajakan sudah pada tahap yang serius dan menghawatirkan. 
Penyelundupan menjadi masalah yang serius dalam pelaksanaan 
perekonomian negara, hal ini di sebabkan karena apabila penyelundupan semakin 
meningkat dengan berbagai bentuk baik secara fisik, maupun secara administratif, 
akan menyebabkan semakin banyak uang negara yang tidak terpungut sehingga akan 
menghambat baik itu target dan di tetapkan negara melalui pemungutan bea dan cukai 
yang setiap tahunnya di harapkan meningkat. 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di beri tugas untuk mengatur masuknya 
barang dari luar negeri ke dalam negeri atau impor dan keluarnya barang dari dalam 
negeri ke luar negeri atau ekspor. Dalam aktifitas perekonomian terdapat 





terdapat penyimpangan dalam ekspor atau impor dalam rangka menghindarkan dari 
pungutan-pungutan bea dan pungutan lainnya. 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C 
Tembilahan adalah salah satu yang melakukan usaha-usaha pemberantasan tindakan 
penyelundupan. Segala upaya pemerintah untuk menanggulangi masalah 
penyelundupan, berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, kesemuanya untuk 
menguasai kebocoran penerimaan negara dari penerimaan bea dan cukai. Upaya 
pemerintah untuk memberantas setiap tindakan kejahatan adalah bertujuan untuk 
menciptakan suasana yang tentram serta damai agar pelaksanaan pembangunan dapat 
berjalan lancar tanpa memenuhi hambatan yang berarti. 
Adapun tujuan pemerintah dalam mengadakan pengawasan menurut 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 perubahan Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1995 Tentang Kepabeanan adalah unuk menambah pendapatan atau devisa 
negara, sebagai alat untuk melindungi produk-produk dalam negeri dan sebagai alat 
pengawasan agar tidak semua barang dapat keluar masuk dengan bebas di pasaran 
Indonesia atau daerah pabean. Untuk menghindari hal itu, maka untuk keluar 
masuknya barang melalui suatu pelabuhan harus di lengkapi dengan dokumen-
dokumen yang sah melalui kerjasama antara Bea dan Cukai dengan instansi lain 
pengelola pelabuhan untuk mengelola, memelihara, menjaga keamanan dan 
kelancaran arus lalu lintas barang yang masuk maupun keluar daerah pabean dengan 





Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul 
yaitu tentang “Efektivitas Pengawasan Penyelundupan Barang Ilegal di Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan”. 
1.2 Rumusan Masalah 
Dengan adanya latar belakang diatas penulis dapat merumuskan 
permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimana  efektivitas pengawasan penyelundupan barang ilegal di Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C 
Tembilahan? 
2. Apa  kendala yang di hadapi dalam Pengawasan dan Penyelundupan Barang 
Ilegl di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 
Pabean C Tembilahan ? 
3. Apa upaya yang mempengaruhi dalam pengawasan penyelundupan barang 
ilegal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 
Pabean C Tembilahan ? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penulisan ini adalah : 
1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengawasan penyelundupan barang 
ilegal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 





2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam pengawasan dan penyelundupan 
barang ilegal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 
Madya Pabean C Tembilahan. 
3. Untuk mengetahui apa upaya yang mempengaruhi dalam pengawasan dan 
penyelundupan barang ilegal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan. 
1.4 Manfaat Penelitian 
1. Diharapkan dapat bermanfaat, khususnya yang berkaitan dengan efektivitas 
pengawasan barang ilegal 
2. Menjadi bahan acuan atau perbandingan bagi mahasiswa yang akan 
melakukan penelitian lebih mendalam lagi mengenai efektivitas pengawasan 
barang ilegal 
3. Diharapkan dapat memberikan masukan atau bahan informasi bagi 
masyarakat 
1.5 Metode Penelitian 
1. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 
dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan. Jalan Jendral Sudirman, 
Tembilahan Kota, Kabupaten Indragiri Hilir. 
2. Waktu Penelitian 






3. Jenis Data 
Jenis data yang di gunakan adalah data primer dan data sekunder. Data 
primer adalah data yang di peroleh secara langsung melalui wawancara. 
Sedangkan data skunder adalah data yang di peroleh secara tidak langsung 
yaitu dari referensi buku, penelitian terdahulu, peraturan peraturan, dan 
dukumen dokumen lain yang di peroleh dari perpustakaan dan internet. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Penulis mengumpulkan data dengan teknik interview dan dokumentasi. 
a. Interview (Wawancara) 
Yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung terhadap 
pihak kantor khususnya kepala bagian umum dan beberapa staf 
lainnya, yang dianggap mampu memberikan masukan data dan 
informasi yang di berikan kepada penyusunan penelitian ini. 
b. Dokumentasi 
Yaitu mekanisme pengumpulan data yang di lakukan dengan cara 
mempelajari data atau dokumen yang menjadi permasalahan di 
penelitian ini. 
5. Analisa Data 
Analisa data yaitu penulis menganalisis data yang diperoleh dengan 
menggunakan penjelasan yang bersifat kualitatif, yaitu penjelasan dengan 






6. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan merupakan uraian secara garis besar mengenai 
apa yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam sistematika 
penulisan proposal ini terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut : 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, tujuan 
penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian, teknik 
pengumpulan data dan sistematika penulisan. 
BAB II : GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum, visi dan misi 
dan uraian tugas dari masing-masing bagian serta struktur organisasi 
pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 
Pabean C Tembilahan. 
BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 
Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang pengertian bea dan 
cukai, pengertian pengawasan, kepabeanan, teori kepabeanan, 
kawasan berikat, kendala dalam melakukan pengawasan 
penyelundupan barang ilegal, faktor penyebab terjadinya 
penyelundupan, fenomena dan dampak dari upaya penyelundupan 
barang ilegal, peraturan perundangan, tindak pidana penyelundupan, 
teori efektivitas, pandangan islam, efektivitas pengawasan 





upaya yang mempengaruhi dalam pengawasan penyelundupan 
barang ilegal. 
BAB IV : PENUTUP 
Bab ini merupakan bab penutup dari bab-bab sebelumnya yang 







GAMBARAN UMUM KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA 
DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C TEMBILAHAN 
 
2.1 Sejarah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 
Pabean C Tembilahan 
Secara umum, CUSTOMS (Instansi Kepabeanan) adalah suatu organisasi 
yang keberadaanya sangat essensial bagi suatu negara, demikian pula dengan 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanan Indonesia) adalah suatu 
instansi yang memiliki peran yang cukup penting pada suatu negara. 
Bea dan Cukai (selanjutnya kita sebut Bea Cukai) merupakan istitusi global 
yang hampir semua negara di dunia memilikinya, Bea Cukai merupakan perangkat 
negara konvensional seperti halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ataupun 
angkatan bersenjata, yang eksistensinya telah ada sepanjang sejarah negara itu 
sendiri, Fungsi Bea Cukai di Indonesia di yakini sudah ada sejak zaman kerajaan 
dulu, namun belum ditemukan bukti-bukti tertulis yang kuat,  pada saat VOC masuk, 
barulah Bea Cukai mulai berkembang secara nasional. Pada masa Hindia Belanda 
tersebut, masuk pula istilah Douane untuk menyebut petugas Bea Cukai (istilah ini 
acapkali masih melekat sampai saat ini). Nama resmi Bea Cukai pada masa Hindia 
Belanda tersebut adalah de Dienst de Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen (I. U & 
A) atau dalam terjemahan bebasnya berarti Dinas Bea Impor dan Bea Ekspor serta 





Rechten (bea ekspor/keluar), dan Accinjzen (Exsice/cukai). Tugas memungut Bea 
(Bea berasal dari bahasa Sansekerta), baik impor maupun ekspor, serta cukai (berasal 
dari bahasa India) inilah yang kemudian memunculkan istilah Bea dan Cukai di 
Indonesia. Peraturan yang melandasi saat itu di antaranya Gouvernment Besluit 
Nomor 33 tanggal 22 Desember 1928 yang kemudian di ubah dengan keputusan 
pemerintah tertanggal 1 Juni 1934. Pada masa pendudukan jepang, berdasarkan 
Undang-undang nomor 13 tentang pembukaan Kantor-kantor Pemerintahan di Jawa 
dan Sumatra tanggal 29 April 1942, tugas pengurusan bea impor dan bea ekspor 
ditiadakan, Bea Cukai sementara hanya mengurusi Cukai saja. Lembaga Bea Cukai 
setelah Indonesia merdeka, dibentuk pada tanggal 01 Oktober 1946 dengan nama 
Pejabatan Bea dan Cukai. Saat itu Menteri Muda Keuangan, Sjafrudin Prawiranegara, 
menunjuk R.A Kartadjoemana sebagai Kepala Pejabatan Bea dan Cukai yang 
pertama. Jika ditanya kapan hari lahir Bea Cukai Indonesia, maka 1 Oktober 1946 
dapat dipandang sebagai tanggal yang tepat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 51 tahun 1948, istilah pejabatan Bea Cukai berubah menjadi nama Jawatan 
Bea dan Cukai, yang bertahan sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga 










2.2 Visi dan Misi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 
Madya Pabean C Tembilahan 
1. Visi 
Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka di Dunia. Visi DJBC 
mencerminkan cita-cita tertinggi DJBC dengan lebih baik melalui penetapan 
target yang menantang dan secara terus menerus terpelihara di masa depan. 
2. Misi  
a. Kami memfasilitasikan perdagangan dan industri 
b. Kami menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari 
penyelundupan dan perdagangan ilegal 
c. Kami optimalkan penerimaan Negara disektor kepabeanan dan cukai 
2.3 Uraian Tugas dan Fungsi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja  Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdiri 
dari subbagian dan enam seksi sebagaimana terdapat pada KUHP Pasal 253 dengan 
rincian sebagai berikut : 
1. Subbagian Umum 
2. Seksi Penindakan dan Penyidikan 
3. Seksi Perbendaharaan  





5. Seksi kepatuhan Internal dan Penyuluhan 
Adapun susunan organisasi dan uraian tugas Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan dalam Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah :  
1. Kepala Kantor 
Pemimpin serta penanggung jawab secara keseluruhan disemua bagian atau 
bidang, memberikan motivasi, semangat, pembinaan, pengawasan serta 
kebijaksanaan kepada semua seksi, upaya terbentuknya kerjasama yang 
efisien dan tercapainya tujuan pekerjaan. 
2. Subbagian Umum 
Dalam KUHP Pasal 254 Subbagian Umum mempunyai tugas urusan tata 
usaha, administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai, 
memfasilitasi dan melakukan pembinaan administrasif bagi Jabatan 
Fungsioanal Pemeriksa Bea dan Cukai, dan jabatan fungsional lain sesuai 
dengan ruang lungkup tugas jabatan fungsional yang bersangkutan, dan 
melakukan urusan keuangan dan rumah tangga Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C yang bersangkutan, 
Subbagian Umum Terdiri atas ; 
a. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian  
Mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, administrasi 





melakukan pembinaan administrasif bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa 
Bea dan Cukai dan jabatan fungsional lain sesuai dengan ruang lingkup 
tugas jabatan fungsional yang bersangkutan. 
b. Urusan Keuangan 
Urusan keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan 
anggaran. 
c. Urusan Rumah Tangga 
Mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan 
kesejahteraan pegawai. 
3. Seksi Penindakan dan Penyidikan  
Pasal KUHP 258 Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas 
melaksanakan intelijen, patroli,dan operasi pencegahan dan penindakan 
pelanggaran peraturan perundang - undangan di bidang kepabeanan dan 
cukai, melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan 
cukai, dan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, 
sarana komunikasi, dan senjata api. Seksi Penindakan dan Penyidikan 
terdiri atas ; 
a. Subseksi Intelijen  
Mempunyai tugas pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan 
penyampaian informasi dan hasil intelijen, melakukan analisis laporan 





penimbunan barang, dan laporan pengawasan lain serta melakukan 
pengelolaan pangkalan data intelijen. 
b. Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi 
Melakukakan pelayanan pemeriksaan sarana pengangkut, patroli dan 
operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan prundang - 
undangan di bidang kepabeanan dan cukai serta pengawasan 
pembongkaran barang, dan melakukan pengelolaan dan 
pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api. 
c. Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan 
Mempunyai tugas melakukakan penyidikan tindak pidana dibidang 
kepabeanan dan cukai, penghitungan bea masuk, pajak dalam rangka 
impor dan denda administrasi terhadap kekurangan dan kelebihan 
bongkar dan denda administrasi atas pelanggaran lain sesuai peraturan 
perundang-undangan, melakukan pemantauan tindak lanjut hasil 
penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan 
cukai, dan melakukan pengumpulan data pelanggaran peraturan 
perundang-undangan, serta melakukan penatausahaan dan pengurusan 
barang hasil penindakan barang bukti. 
4. Seksi Perbendaharaan  
Nomor.262/PMK.01/2016 Tentang Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas 
melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, 





dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan melakukan pelayanan 
kepabeanan atau sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan 
barang. Sanksi Perbendaharaan terdiri atas ; 
a. Subseksi Administrasi manifest, Penerimaan, dan Jaminan 
Mempunyai tugas melakukan pelayanan penerimaan, penelitian, 
penatausahaan dan pendistribusian rencana kedatangan sarana 
pengangkut, jadwal kedatangan sarana pengangkut dan manifest, 
penyelesaian manifest kedatangan dan keberangkatan sarana 
pengangkut, melakukan pelayanan penerimaan, penelitian, 
penatausahaan, pendistribusian, dan penyelesaian dokumen 
pemberitahuan pengangkutan barang, melakukan perhitungan denda 
administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen sarana 
pengangkut, melakukan pengadministrasian penerimaan bea masuk, bea 
keluar, cukai, denda, denda administrasi, bunga, sewa tempat 
penimbunan pabean, dan pungutan negara yang sesuai peraturan 
perundang - undangan dipungut oleh oleh Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai, melakukan penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, dan 
pengurusan permintaan pita cukai, melakukakn pengadministrasian dan 
penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor, dan 
menyajikan laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, 
dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang - undangan 





pelayanan fasilitas pembebasan, penangguhan bea masuk,  penundaan 
pembayaran cukai, pengadministrasian jaminan dan pemrosesan 
jaminan penangguhan bea masuk, jaminan Pengusaha Pengurusan Jasa 
Kepabeanan (PPJK), jaminan dalam ramgka keberatan dan banding 
serta jaminan lain sesuai peraturan perundang - undangan. 
b. Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengambilan 
Mempunyai tugas melakukan penagihan kekurangan pembayaran bea 
masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat 
penimbunan pabean dan pungutan negara yang sesuai peraturan 
perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 
melakukan penerbitan dan pengadministrasian surat teguran, surat 
paksa, penyitaan dan pengadministrasian dan penyelesaian premi, serta 
melakukan pengadministrasian pengembalian bea masuk, bea keluar, 
cukai, denda administarsi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pita 
cukai, dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang - 
undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 
5. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis 
Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis mempunyai 
tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas serta dukungan teknis di 
bidang kepabeanan dan cukai, melakukan pengoperasian komputer dan 
sarana penunjang, melakukan pengelolaan dan penyimpanan data dan 





pertukaran data elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai, 
melakukan penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian 
dokumen kepabeanan dan cukai, serta menyajikan data kepabeanan dan 
cukai. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis terdiri 
atas ; 
a. Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai 
Mempunyai tugas melakukan penerimaan dan penatausahaan rencana 
kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana 
pengangkut, penerimaan, pendistribusian, penelitian, dan penyelesaian 
manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, pelayanan 
pemberitahuan pengangkutan barang serta penghitungan denda 
administrasi terhadap keterlambatan pengangkut, penyerahan dokumen 
sarana melakukan pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang 
kepabeanan, melakukan penelitian pemberitahuan 1mpor dan ekspor, 
melakukan pemeriksaan dan pencacahan barang, melakukan 
pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana deteksi, melakukan 
penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea 
keluar, nilai pabean dan fasilitas 1mpor serta penelitian kebenaran 
penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pajak dalam rangka 
impor serta pungutan negara yang sesuai peraturan perundang - 
undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melakukan 





pabean, melakukan pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang 
impor dari kawasan pabean, melakukan pengawasan pemasukan dan 
pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat selain Tempat 
Penimbunan Pabean, melakukan pelayanan dan pengawasan 
pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana 
pengangkut, melakukan pengelolaan Tempat Penimbunan Pabean, 
melakukan penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran 
barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan 
Pabean, melakukan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak 
dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik 
negara, melakukan penyiapan proses pelelangan atas barang yang 
dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang 
yang menjadi milik negara, melakukan pemusnahan barang yang 
dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang 
yang menjadi milik negara dan atau busuk, memberikan fasilitas dan 
perijinan di bidang cukai, melakukan penatausahaan dan penelitian 
pemberitahuan dokumen cukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai, 
penelitian kebenaran penghitungan cukai dan pungutan negara yang 
sesuai peraturan perundang - undangan dipungut oleh Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai, melakukan pembukuan dokumen cukai, 
melakukan pemusnahan dan penukaran pita cukai, dan melakukan 





yang berhubungan dengan barang kena cukai, serta melakukan 
pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena 
cukai, serta melakukan penerimaan, penelitian kelengkapan dan 
pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai. 
b. Subseksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen 
Melakukan tugas pengoperasian komputer dan sarana penunJang, 
melakukan pengelolaan dan penyimpanan data dan berkas (file), 
melakukan pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data 
elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai, menyajikan data 
kepabeanan dan cukai, serta melakukan penerimaan, penelitian 
kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai. 
6. Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan 
Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan 
pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, 
pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, investigasi 
internal, upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap 
kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, melakukan 
perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, serta penyusunan rencana 
kerja dan laporan akuntabilitas di lingkungan kantor pengawasan dan 
memberikan pelayanan serta bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan 
informasi di bidang kepabeanan dan cukai. Seksi Kepatuhan Internal dan 





a. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas 
Mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, 
pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan 
kinerja, analisis beban kerja, investigasi internal, upaya pencegahan 
pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin 
dan tindak lanjut hasil pengawasan, melakukan penyiapan bahan 
rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang pelayanan kepabeanan, 
cukai, dan administrasi, bidang intelijen, penindakan, penyidikan tindak 
pidana di bidang kepabeanan dan cukai, melakukan pelaporan dan 
pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan 
fungsional dan pengawasan masyarakat, serta melakukan penyusunan 
rencana kerja dan laporan akuntabilitas. 
b. Subseksi Penyuluhan dan Layanan Informasi 
Mempunyai tugas melakukan penyuluhan dan publikasi peraturan 
perundang - undangan di bidang kepabeanan dan cukai dan melakukan 
pelayanan informasi, bimbingan dan konsultasi kepatuhan pengguna 









2.4 Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 
Tipe Madya Pabean C Tembilahan 
Gambar II.I 





















sumber: KPPBC TMP C Tembilahan.  
KEPALA KANTOR 
KASUBAG UMUM KAUR TU & KEPEGAWAIAN 
KAUR KEUANGAN 
KAUR RUMAH TANGGA 
KEPALA SEKSI PENINDAKAN & 
PENYIDIKAN 
KASUBSI PENINDAKAN & SARANA OPERASI 
KASUBSI INTELIJEN 
KASUBSI PENYIDIKAN & BARANG HASIL 
PENINDAKAN 
KEPALA SEKSI PERBENDAHARAAN KASUBSI ADMINITRASI MANIFESTN 
PENERIMAAN & JAMINAN 
KASUBSI ADMINITRASI PENAGIHAN & 
PENGEMBALIAN 
KEPALA SEKSI KEPATUHAN 
INTERNAL  & PENYULUHAN 
KASUBSI KEPATUHAN PELAKSANAAN TUGAS 
KEPALA SEKSI KEPABEAN & CUKAI 
DUKUNGAN TEKNIS 
KASUBSI PENYULUHAN & LAYANAN INFORMASI 
KASUBSI HANGGAR PABEAN & CUKAI  I 
KASUBSI HANGGAR PABEAN & CUKAI  II 









1. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
1995 tentang kepabeanan tersebut pengawasan yang di lakukan belum berjalan 
efektif. Karena masih banyak barang-barang ilegal masuk ke kawasan pabean. 
2. Kendala dalam melakukan pengawasan dan penyelundupan barang ilegal di 
Kabupaten Indragiri Hilir tersebut adalah minim dan kurangnya jumlah sarana 
transportasi laut yaitu kapal patroli bea dan cukai tembilahan yang hanya 
memiliki satu unit kapal patroli sedangkan banyak jalur perairan yang masih bisa 
di lewati penyelundupan untuk mengubah jalur menghindari diri dari petugas 
patroli. 
3. Upaya yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan dan penyelundupan barang 
ilegal dalam rangka memenuhi tugas uang di amanatkan dalam Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
1995 tentang kepabeanan. Upaya yang mempengaruhinya adalah dengan akses 
informasi yang berbasis sistem dengan memanfaatkan sistem tegnologi informasi 
dan kerjasama dengan instansi lainnya seperti kerjasama dengan instansilain di 
lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir salah satunya melakukan 
kerjasama dengan polres untuk mencegahan penyelundupan barang ilegal 






Berdasarkan kesimpulan yang di kemukakan di atas, maka penulis 
memberikan saran sebagai bahan pertimbangan dalam rangka memperbaiki Peran 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan TMP C Tembilahan dalam pengawasan 
penyelundupan barang ilegal di Kabupaten Idragiri Hilir sebagai berikut : 
1. Sebaiknya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C 
Tembilahan harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan ekspor dan 
impor agar berkurangnya jumlah penyelundupan barang ilegal yang 
menyebabkan ruginya pendapatan negara dan meningkatkan kerjasama antar 
pihak yang terkait. Dan dalam menjalankan tugasnya haruslah dengan sungguh-
sungguh atau serius dalam melakukan pengawasan penyelundupan. 
2. Sebaiknya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C 
Tembilahan meningkatkan pengawasan dengan melakukan penambahan jumlah 
SDM dan memperbanyak lagi jumlah alat transportasi laut seperti kapal patroli. 
3. Untuk masyarakat setempat mari sama-sama memberikan informasi tentang hal-
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Daftar pertanyaan wawancara dengan Karyawan dan Pelaku Penyelundupan yang ada 
di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C 
Tembilahan : 
1. Bagaimana efektivitas Pengawasan Penyelundupan Barang Ilegal di Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan ? 
Jelaskan! 
2. Jelaskan bagimana pengawasan yang di lakukan oleh Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan Bea dan Cukai Tembilahan sehingga penyelundupan barang ilegal 
masih sering terjadi di daerah Indragiri Hilir! 
3. Apakah kendala-kendala dalam melakukan pengawasan ? Jelaskan! 
4. Apakah upaya yang mempengaruhi dalam melakukan pengawasan 
penyelundupan barang ilegal tesebut?  Jelaskan! 
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